PERATURAN DAERAH L
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH - = = -
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

"TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian
dan peran serta dalam mempercepat tercapamya tujuan-

’ pembangunan daerah;”
-bahwa " agar tanggung jawab sosml dan hngkungan

perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang
serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus
disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab
sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan
dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan
regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Katupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3420);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru,



~dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

o - T Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

B L : . 3895); :

Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

#xUsaha’ Milik | Negara (Lernbaran Negara Repubhk_-‘-f;_
““indonesia’ Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan ‘Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

" Negara Republik Indonesia Nomor 4297};

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

7. T Undang-Undang ~ Nomor 40"~ Tahun ~~ 2007 ~tentang

_ . “Perséroan Térbatas (Leinbaran Negara Repubhk Indorniesia

- i, L 1T TahunE2007- Noiiier (106, Tarhbahan’ “Lembatain Negara,
© 7 777 - Republik Indonesia Nomor 4756); ' ;

L

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara KRepubiik Indonesia Tahun 20il Nomor &2z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talt.un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana
yang telahdirubah terakhir denganUndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- _. _,l"‘

13.

14.

.15_.

16.

17.

12,

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
- -Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemermtah Nomor 38 ’I‘ahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan, Pemermtahan

“Tahun-2007 Nomor- 82, Tambahan “Lembaran Negata -
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Menten N legara BUMN Nomor Per-

- Miik~ Negara dengan Usah& Kec11 dan Program Bma

~ Lingkungan sebagaimana teldh diubah beberapa kaliy -« &«

terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
Per-07/ MBU/ 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU /2007,

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam
Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Kabupaten/Kota, (Lembaran, Negarg Regubhk, lndopesm T g



bgngan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
" KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan -
BUPATI HALMAHERA TENGAH : = .

- s MEMUTUSKAN:,

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerlntahan dae ah Kabupaten ‘Halmahera

. Tengah W _v_f S .._A‘.uga.. Gral D0 G3a0 U lSin& o
" 3. - Bupati-adalidh Bupat1 Kabupaten Heﬂmahera.*Tengalzll e

‘4, 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘yang selan_]utnya'dlsmgkat—DPRD
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

6. Pemerintah Kecamatan/Desa adalah Camat dan Kepala Desa
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daerah di Kabupaten Halmahera Tengah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan
lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen
dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun
lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah.

9. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan
dan badan usaba milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah
daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Halmahera
Tengah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor
cabang atau anak perusahaan.




BAB I

. MAKSUD, TUJUAN, DAN ! ASAS
Pasal 2 : :

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

a.

< -memberi .- arahan kepada Perusahaan dalam perencan

mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam_ upaya
penmgkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;

pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
program pembangunan di Daerah;

memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kecamatan/Desa dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan

mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha
dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TIJSLP adalah:

a.

s
Ao

-terwujudnya = komitmen -dan kepedulian-.:.Perusahaan::muntuk
. berpartisipasi dalam upaya pemngkatan kese_]ahteraan masyarakat

ridan’ pembangunan di: Daerah 7 oman e

terwu_]udnya program TJ SLP yang terarah / dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah,;

terwujudnya  kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara
Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kecamatan/Desa
dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan

tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

T =1 A
A Do T

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

Sl O - R B B R T -

kepastian hukum;
kemanfaatan umum;

kebersamaan;
keterbukaan;

kemitraan;
keseimbangan;
keserasian

keterpaduan:

keadilan;

kesepakatan;
berkelanjutan; dan
berwawasan lingkungan.




. | _' . BAB m
| PENYELENGGARAAN TJSLP
Bagian Kesatu
-. Prinsip Penyelenggaraan TJSLP - .
i ' Pasa15 . Eor T
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Petherintah Dacrah: dan/ athu Pemesintah Kecarriatan/ Desar 88

Pasal 6
Penyelenggraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di
Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Desa
Pasal 7
Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Desa dalam

penyelenggaraan TJSLP, antara lain:
a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan
pelaksanaan program TJ SLP' da_n

Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
a. unsur Pemerintah Daerah;
b. unsur Pemerintah Kecamatan/Desa; dan
c. unsur lainnya yang dipandang perlu.
(3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. melalukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun
skala prioritas;

melakukan inventarisasi potens1 TJSLP di Daerah;

c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan
yvang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan

d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentusa mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



lBag‘ian Iﬁetiga
Sasaran Penyelenggaraan TJISLP
‘Pasal 9 :

Penyelenggaraan TJ SLP dituj ukan kepada: .
a. masyarakat di wﬂayah kerja Perusahaan dan /atau

b masyarakat d1 sek1tar atau di luar wildyah kelja Perusahaan :

Pasal 10
Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP
meliputi:

a. bidang pendidikan;

b. bidang kesehatan;

bidang olahraga;

d. bidang sosial dan keagamaan;

bidang perekonomian rakyat;

bidang lingkungan; dan

bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah,

C.

oo

%

(1)

(2)

dan / atau Pemermtah Kecamatan/ Desa.
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PELAKSAN'A’AN- TJISL
Pasal 11
Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data
yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan

mengisi formulir pernyataan.

Tim  Fasilitasi menindaklanjuti keputusan  Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana
kerja sama.

Rencana TJSLP vang telah disenakati eahagaimana dimalzend nada
ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang
ditandatagani oleh Bupati dan/atau Camat/Kepala Desa dan
pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanalcan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah
disepakati.

(1)
(2)

(3)

Paszl 13

Pervsahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada
Pererintah Daerah.

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan sekali dalam 1 {satu) tahun.



(1)

T ()

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BABV
.. .. . FORUM TJSLP... .=~
Pasal 14
Perusahaan dapat membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerja
-sama dalam perehcanaan dan pelaksahaan. FJSLP.

Pengurus’ :Forum TJSLP .. dapat . mewakili. anggotanya dalam
pembahasan rencana. ’I‘JSLP atau jasi . bersama
“"Pemerintah Daerah - '

.- BABVI
DUTA TJSLP
_ . ‘Pasal 15
Dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati
mengangkat duta TJSLP.
Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. Menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
b. Mendorong perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP;
dan
c. Mempromosikan program prioritas pembanguan kepada
Perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP. -

d. Penunjuka.r.l duta TJSLP sebagaimana dlmaksud padai ayat (1) -

d1tetapkan den_gan Keputusan Bupatl

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 16
Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai
data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana
TJSLP di Daerah.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuar:
a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Kecamatan/Desa;

b. program yang telah didanai TIJSLP;
¢. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses
dengan mudah oleh Perusahaan.



‘mapvim
.7 PENGHARGAAN
. Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat membenkan penghargaan kepada

LB Daerah dlaturdengan Pera”turamBup

Perusahaan yang melaksanakan TJ SLP 31 5

s (2] Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara; pembe;nan penghargaan d1

Bl

BAB IX
PEMBIAYAAN
' Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
(1) Bupati melakukan pembmaan _!!dan . pengawasan terhadap

(2) mTugas pembmaan da,n Lpengawa.san sebagajmana dnnaksud pada |

N pelaksanaan TJ SLP di Daerah

....... E Akt paga 1/1 11

ayat (1) dilaksanakan-oleh Tim Fasilitasi--

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan
melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP serta memberikan
penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

(1)

(2)

(3}

(4)

(1)

Pasal 21
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan

Tl Ty +r117
CARAILALAE AILLA LA,

a. pemantauan lapangan; dan

b. evaluasi.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program
TJSLP di Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan
perusahaan.

Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Program TJSLP di Kecamatan/Desa yang sudah dilaksanakan tetap
berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

atbatiylioordinasidibeisamany, s



o -Dlundangkan d1 Weda -

(2) " Forum TJSLP yang sudah htérbent_uk tetap diakui keberadaannya dan
" melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

.. __BABXm - - T Lo
KETENTUAN PENUTUP .
- Pasal 28 viiihoriin v

RS -._ _.,AL_ = _.J.d.LL

N Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada-tanggal-diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah.

= Ditetapkan di ; Weda
Pada Tanggal : 3 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Pada Tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN RA TENGAH,

LEMBARAN DAKRAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 2

..
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I S PENJELASAN

NS CATAS . ...
- -° ‘PERATURAN DAERAH -
"KABUPATEN HALMAHERA TEN GAH
.PROVINSI MALUKU UTAR,A _

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah
terkait dengan pelaksanaan pembangunan memeriukan dukungan semua
pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku
kepentingan (stake holder} lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu
beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkurang
dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi
- mengurus dan mengatur .pemermtahan sendiri,.dimana Pemerintah Daerah .

e ‘mérighadirkan  Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemenntahan dan’
_pemba;ngunan tersebut.. Persoalan utamas pembangtman sering’ dimulai dari
“'masalah pendanaan,- baik yang’ d1per01eh *dari sumber keuangan pokok

yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun
komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenarnya
konstribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam bentuk tidak langsung
yvang diberikan. piliak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Kabupaten Halmahera Tengah dengan potensi kekayaan alamnya
bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah ini, sebenarnya

merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial
Perngahaan f(‘nrnnrnfp Snrinl Doqnnnqth-rhh:\ harue Aiadalan Ir‘hl-m-:+ olah

atraa

Pemerintah Daerah Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menegaskan bahwa perusahaan
yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber
daya alam atau perusahaan penanaman modal “wajib” menjalankan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan,
meskipun kedua instrumen hukum ini belum jelas mengatur berkenaan
dengan hal itu.

Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya
menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi
masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan
atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2




Cukup jelas. b

[ Gt

Pasal 3 T
Cukup jelas. yode

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan
TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku -
sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik
dalam perencénaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Hurufb
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang

dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik
perusahaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/Desa maupun
_masypralga&_..,.-“...__

A DEGEEN g Seing clrgniiiay el
. ! sas: kebersamaan ,,.,-.;adalah TJSLP .dilaksanakan
oleh perusahaan ba]k da]am perencanaan maupun pelaksanaannya
melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk
kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan

secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat
mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan
dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai
kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan
TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi
perusahaan, komunitas setempat dan masyarakt secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan
TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan
Pemerintah Daerah.

Hurufh




o Yang dirflaksuci deﬁgan asas ‘rliﬁzeterl:::aﬁuén adalah program dan kegiafan
“TJSLP " dilaksanakah Secara ‘terpadu dengan program dan rencana
i pembangunan Pemerintah Daerah.

. Hurufi '
Cr'e Yarig® dimaksud dengan” “asas. keadﬂan ‘adalah bahwa TJSLP harusdapat
...+ dirasakan:manfaatnya untukselu

:UQL‘ :l

PEseengah denigan mengedépankan kepentingan:yang paling mendesak.

Hurufj

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP
harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan
dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan ” adalah pelaksanaan program
TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan
memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf1
- -Yang dimaksud- dengan- “asas -berwawasan.-lingkungan” adalah- kegiatan
B ._' o TJSLPi_ charahkan pada k’eg1atan pembe'rdayaan kondlsi SOSlal

R el g ek te o atet

berkelanjutan mltlga31 dan adaptam terhadap perubahan 1k11m serta
proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5
Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai hasil
permufakatan antara pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal A
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda
Kabupaten dan SKPD terkait.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Kecamatan/Desa” adalah Camat
dan Kepala Desa.

Huruf ¢

masyarakat Kabupaten Halmahera: e et



B Yan‘g' dimaksud déngan “Ynsur léinnya yarig d1per1ukan' adalah perguruan
" tihggi, para..ahli, atau .tokoh. -masyarakat: yang memiliki- kompetensi di
= e bidang: perencanaan pembangunan.

: A*s?at (3)‘-'-'

Y, rdétigany 5 ; program pembangunan
adalah mengh1mpun usulan-usulan yang ‘masuk ke Pemerintah Daerah
melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang
tingkat Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala pI‘lDI'ltaS adalah menentukan
program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan

" pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program
TJSLP perusahaan dengan program'Pemenntah Daerah~ e me e f-

h Yangda;;r;aicsad déﬁém;.hannomsam \ada.laJ:Lpenyelarasan antara program
- TJSEP*périsahaan-=satii=dengan<program- TJSEP perusalaan lainnya di

Daerah.

.L._‘,_.LL i,\..a

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5}
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah
Kecamatan/Desa tempat Perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah
Kecamatan/Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan/Desa
tempat Perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan - “di luar wilayah kerja Perusahaan”
Kecamatan/Desa yang tidak berbatasan langsung dengan
Kecamatan/Desatempat Perusahaan berada.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

o



Pasa112 co e
Cukup Jelas SEI Jrdes bo- ok

3 Pasal 13
..... Ayat (1) .-

R

dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) _
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

- Pasal 15 ,
Ayat (1)- "’i'ﬁ"-li Tra r );_A TR AN LI D .'_L'.‘..\_..: __,'-

“rrDderahi-ideftar methpromesikan::: program: “pembangunan - yang dapat
dimasukan menjadi program TJSLP demi terwujudnya penyelenggaraan
TJSLP yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

?f'Yang dlmaksud dengan, pelaksanaan -adalah perkembangan/tahapan . .
*pelaksanaan})rogram TJSLP y&ng'?tel;ahﬂﬂakukan, baik: yafig-belum=selésai -~ Y

.. Duta’ TJSLP dlpﬂih i dan tokoh masyarakat yang deandang mampu .
Yon, mengkonmmkamkm kebijakare JSLB,kepada=,P£rusahaanﬂ yangrada di-



jelas.

Pl

Pasal 22




